Jakarta, 5 Desember 2017

Hal  : Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945.
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Yang bertanda tangan di bawah ini, S
a. Nama : Dwi Maryoso, S.H,

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Warga Negara : Indonesia

Alamat : Kupang Kidul Rt. 06 Rw. 08 No. 75

Kel. Kupang, Kec. Ambarawa

Kab. Semarang Provinsi Jawa Tengah

Nomor HP : 08112766881/ 081279887
Email : dwi.maryoso@yahoo.co.id
b. Nama : Feryando Agung Santoso, SH, MH
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Warga Negara : Indonesia
Alamat : JI. Swadaya 9 Blok B Nomor 11 Rt.

09 Rw. 01 Kel. Jati Cempaka Kec. Pondok
gede Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat
Nomor HP : 082125820400

Email . fersaragih(@yahoo.com

Masing-masing bertindak untuk dan atas nama pribadi, untuk selanjutnya

disebut sebagai Pemohon.



Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal

107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

L KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1.

Bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi

untuk menguji dan memutus permohonan Pemohon, antara lain

tertuang dalam:

a.  Pasal 24 ayat (2) UUD RI 1945:
“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah
Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama,
lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha
negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

b.  Pasal 24C ayat (1) UUD Tahun 1945:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk
menguji  undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang
kewenangannya  diberikan oleh  Undang-Undang Dasar,
memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan
tentang hasil pemilihan umum™

¢.  Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada  tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
1) Menguwji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945



I1.

d.  Pasal 29 ayat (1) huruf (a) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman:
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat
pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk” :
1) Menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945.”
2.  Bahwa permohonan Pemohon a quo adalah permohonan pengujian
konstitusionalitas Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang
Aparatur Sipil Negara terhadap UUD 1945. Dengan demikian,

mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo.

KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) PEMOHON

Adapun yang menjadi dasar pijakan serta kedudukan Pemohon sebagai

pihak yang berkepentingan terhadap permohonan a quo, dilandasi:

1. Pasal 51 Ayat (1) Butir (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi: “Pemohon adalah pihak yang
menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh
berlakunya undang-undang, yaitu:

a.  Perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang
yang mempunyal Kepentingan sama);

b.  Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara
Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-
Undang;

Badan hukum publik atau privat; atau

d.  Lembaga negara.

2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003
Tentang Mahkamah Konstitusi: “Yang dimaksud dengan “hak
konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

3.  Mengenai parameter kerugian konstitusional, Mahkamah dalam

yurisprudensinya memberikan pengertian dan batasan tentang



kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-

undang harus memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK

Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-

V/2007, sebagai berikut:

a.  Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang
diberikan oleh UUD 1945;

b.  Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon
tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu
Undang-Undang yang diuji;

c. Bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional
pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual
atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang
wajar dapat dipastikan akan terjadi;

d.  Adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian
dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

e. Adanya kemungkinan bahwa dengan  dikabulkannya
permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan konstitusional
yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Bahwa selain lima syarat untuk menjadi pemohon dalam perkara

pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar yang

ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-

I11/2005 dan nomor 11/PUU-V/2007, Mahkamah Konstitusi melalui

Putusan Nomor 27/PUU-VII/2009 dalam pengujian formil undang-

undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedva Undang-

undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (halaman

59) juga menyebutkan sejumlah persyaratan lain untuk menjadi

pemohon, ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai berikut :

“Dari Praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama

pembayar pajak (tax payer, vide Putusan Nomor 003/PUU-1/2003)

berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu

undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, Pemerintah



Daerah, lembaga negara, dan lain-lain oleh Mahkamah dianggap

memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian,

baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945”

Pemohon :

a.

Dwi Maryoso, SH

Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibuktikan
dengan Fotocopy Surat Keterangan Nomor
3322/SKT/20170508/00051 tanggal 8§ Mei 2017.

Feryando Agung Santoso, SH, MH

Adalah Perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) yang
bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dibuktikan
dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor
3275081908740019.

Pemohon menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya

dirugikan atau berpotensi dirugikan oleh berlakunya Pasal 92 Ayat
{4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang

Aparatur Sipil Negara.

Hak-hak konstitusional Pemohon yang yang diatur dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah :

Pasal 23A UUD 1945 berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945

“Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara wutuh sebagai manusia yang
bermartabat™

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”™



Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-X11/2014
halaman 210 yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33 bahwa iuran
jaminan sosial disamakan dengan pajak penghasilan (PPh).
Karena iuran jaminan sosial disamakan dengan pajak maka menurut
Pasal 23A UUD 1945 pemungutan iuran jaminan sosial harus dengan
undang-undang.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 138/PUU-X11/2014
halaman 210 yang ditegaskan lagi dalam Putusan Mahkamah
Konstitusi No. 101/PUU-X1V/2016 halaman 33 Karena iuran jaminan
sosial sifatnya wajib sama dengan pajak penghasilan (PPh) maka
pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara nirlaba
sehingga bentuknya harus badan hukum publik Khusus yaitu
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Apabila Pasal 28H ayat (3), Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 23A
UUD 1945 ditafsirkan secara sistematis maka akan mempunyai makna
bahwa setiap orang Indonesia mempunyai Hak Konstitusional
untuk mendapatkan Jaminan Sosial sesuai dengan Sistem
Jaminan Sosial yang diatur oleh undang-undang dan
diselenggarakan oleh badan hukum publik khusus yaitu Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang bekerja
sebagal Aparatur Sipil Negara sehingga pemohon juga mempunyati
hak konstitusional sesuai dengan Pasal 23A, Pasal 28H ayat (3) dan
Pasal 34 ayat (2) UUD 1945.

Kerugian Konstitusional Pemohon
a.  Pemohon sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan

Pasal 23A, Pasal 28H ayat (3), dan Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

mempunyai Hak Konstitusional untuk mendapatkan Jaminan

Sosial sesuai dengan Sistem Jaminan Sosial yang diatur oleh

undang-undang dan diselenggarakan oleh badan hukum publik



Khusus yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Salah satu hak konstitusional atas jaminan sosial tersebut adalah
hak untuk mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan
Jaminan Kematian (JKM) vyang dikelola oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon
tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan atau berpotensi
dirugikan oleh Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (ASN)
yang berbunyi ;

1)  Pasal 92 Ayat (4) UU ASN

“Ketentuan lebih lanjut mengenai  perlindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah”

2)  Pasal 107 UU ASN

“Ketentuan lebih lanjut mengenai manajemen PPPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan

Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon
tersebut dianggap oleh Pemohon telah dirugikan atau berpotensi
dirugikan oleh Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN, Hal
ini disebabkan karena Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU
ASN pada dasarnya telah bertentangan dengan UUD 1945
karena mengatur jaminan sosial yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara (ASN) tidak dengan undang-undang seperti yang
diamanatkan UUD 1945 tetapi dengan Peraturan Pemerintah.

Pengaturan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan
Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara
(ASN) dengan Peraturan Pemerintah berarti tidak melalui

persetujuan wakil-wakil rakyat yang ada di lembaga perwakilan



rakyat yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
karena Peraturan Pemerintah dibuat hanya oleh Pemerintah
tanpa persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pengaturan
jaminan sosial dengan dengan Peraturan Pemerintah yang tanpa
melibatkan Persetujuan Wakil Rakyat ini selain melanggar UUD
1945 juga mengancam hak-hak konstitusional pemohon atas
jaminan sosial. Hal ini terbukti dengan Peraturan Pemerintah
yang dibuat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015
Tentang Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan
Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 memberikan
wewenang PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini bertentangan
dengan Undang-undang Dasar 1945 karena PT. TASPEN
(Persero) bukanlah badan hukum publik yang dibentuk dengan
undang-undang dan bersifat nirlaba sesuai dengan yang
diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 1945 tetapi PT.
TASPEN (Persero) merupakan Badan Hukum Privat yang
dibentuk dengan Peraturan Pemerintah dan bertujuan mencari
laba.

Karena Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan
Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN)
adalah Asuransi Sosial maka kepesertaan dan iurannya
bersifat wajib artinya semua Pegawai Aparatur Sipil Negara
harus menjadi peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) yang diselenggarakan oleh
PT. TASPEN (Persero) dan pemberi kerja pegawai ASN yaitu
pemerintah harus membayar Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja
(JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur
Sipil Negara kepada PT. TASPEN (Persero). Pemberian



wewenang PT. TASPEN (Persero) untuk mengelola Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi
Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) merugikan hak
konstitusional pemohon sebagai Pegawai ASN untuk
mendapatkan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)} dan Jaminan
Kematian (JKM) vyang diselenggarakan oleh Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dengan menjadi peserta
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

3) Dengan dikabulkannya permohonan pengujian materiil terhadap
Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5
Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka kerugian
konstitusional pemohon tidak akan atau tidak lagi terjadi.

Pemohon adalah Warga Negara Indoensia pembayar pajak yang

dibuktikan dengan Nomor NPWP 48.331.869.7-505.000 atas nama

Dwi Maryoso, SH dan Nomor NPWP (7.287.522.2-022.000 atas

nama Feryando Agung Santoso, SH, MH.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut pemohon terdapat

kerugian hak konstitusional Pemohon dengan berlakunya Pasal 92

Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

Tentang Aparatur Sipil Negara. Dengan demikian, pemohon

memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk

mengajukan permohonan a quo.

1. ALASAN PERMOHONAN (posita)

a.

Norma undang-undang yang dimohonkan pengujian :

Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun
2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5494).



Pasal 92 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
berbunyi :

“Ketentuan lebih lanjut mengenai  perlindungan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan
Pemerintah”

Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 berbunyi :

“Ketentuan lebih  lanjut  mengenai  manajemen PPPK
sebagaimana dimalksud dalam Pasal 95 sampai dengan Pasal

106 diatur dalam Peraturan Pemerintah”

b.  Norma UUD 1945 yang menjadi dasar pengujian :

Pasal 23A UUD 1945 berbunyi :

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk
keperluan negara diatur dengan undang-undang”

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945

“ Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat”

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945

“Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak

mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

c.  Dalil dan argumentasi Pemohon

1.

Pasal 28 H ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang
berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan
dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Pasal 34
ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa Negara mengembangkan
sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan
masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan

martabat kemanusiaan.
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Jaminan sosial menurut Wikipedia adalah salah satu
bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara
guna menjamin warganegaranya untuk memenuhi kebutuhan
hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB
tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952.
Utamanya adalah sebuah bidang dari kesejahteraan sosial yang
memperhatikan perlindungan sosial, atau perlindungan terhadap
kondis1 yang diketahui sosial, termasuk kemiskinan, usia lanjut,
kecacatan, pengangguran, keluarga dan anak-anak, dan lain-lain
(https:/id wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial)

Menurut Pasal 1 UU SJSN Jaminan Sosial adalah salah
satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat
agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.

Menurut Diana Wisnu, Ph.D Sistem Jaminan Sosial adalah
suatu mekanisme yang diciptakan oleh negara untuk
memuluskan transisi di masa sulit seorang individu akibat
sejumlah resiko manusiawi dalam hidup. Mekanisme ini tidak
perlu di danai langsung oleh negara, tapi perlu diakui, bahkan
dipromosikan dan disokong keberadaannya oleh negara karena
mekanisme ini membutuhkan penggalangan dana publik. Resiko
yang biasa ditanggung melalui sistem jaminan sosial adalah
resiko akibat sakit, hamil/ punya anak, kecelakaan kerja,
pensiun, meninggal atau lanjut usia. Dari segi penggalangan
dana sistem jaminan sosial bisa berbentuk tabungan wajib atau
asuransi sosial (Diana Wisnu, Politik Sistem Jaminan Sosial,
2012)

Asuransi Sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan
dana vang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna
memberikan perlindungan resiko sosial ekonomi yang menimpa

peserta dan/ atau anggota keluarganya.

11



Jaminan sosial menurut 28H ayat (3) dan Pasal 34 ayat (2)
UUD 1945 merupakan satu sistem. Pasal 34 ayat (2) UUD 1945
secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem
jaminan sosial. Walaupun Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 tidak
secara tegas menyebutkan sistem jaminan sosial tertentu yang
harus dipilih oleh negara tetapi menurut Mahkamah Konstitusi
dalamm Putusan Nomor 007/PUU-III/2005, Putusan Nomor
50/PUU-VIIL/2010 dan putusan nomor 138/PUU-XI1/2014
menyebutkan sistem apa pun yang dipilih oleh negara dalam
pengembangan jaminan sosial tersebut harus dianggap
konstitusional, dalam arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2)
UUD 1945, sepanjang sistem tersebut mencakup seluruh rakyat
dan dimaksudkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat
kemanusiaan. Berikut ini bunyi putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 138/PUU-X11/2014 halaman 203 sampai halaman 204 :

“Bahwa hal tersebut juga telah sejalan  dengan
pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 50/PUU-
VII/2010, bertanggal 21 November 2011, yang antara lain
mempertimbanglkan"  Bahwa lkendatipun UUD 1945 telah
secara tegas mewajibkan negara untuk mengembangkan sistem
Jaminan sosial, tetapi UUD 1945 tidak mewajibkan kepada
negara untuk menganuf atau memilih sistem tertentu dalam
pengembangan sistem jaminan sosial dimaksud. UUD 1945,
dalam hal ini Pasal 34 ayat (2), hanya menentukan kriteria
konstitusional yang sekaligus merupakan tujuan dari sistem
Jjaminan sosial yang harus dikembangkan oleh negara, yaitu
bahwa sistem dimaksud harus mencakup seluruh rakyat dengan
maksud untuk memberdayakan masyarakat yang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Dengan

demikian, sistem apa pun yang dipilih dalam pengembangan
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Jaminan sosial tersebut harus dianggap konstitusional, dalam
arti sesuai dengan Pasal 34 ayat (2) UUD 1943, sepanjang
sistem tersebut mencakup seluruh rakyat dan dimaksudkan
untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah dan
tidalk mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. ™
Dalam hal ini negara telah memilih Sistem Jaminan Sosial
Nasional (SJSN) sebagaimana dituangkan dalam Undang-
undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional. Sistem penggalangan dana dalam Sistem Jaminan
Sosial Nasional menggunakan sistem Asuransi Sosial.
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SISN) meliputi antara
lain sebagai berikut :
a)  Prinsip-prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional
1)  Prinsip kegotong-royongan.
2)  Prinsip nirlaba.
3)  Prinsip keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas,
efisiensi dan efektivitas.
4)  Prinsip portabilitas.
5)  Prinsip kepesertaan bersifat wajib.
6)  Prinsip dana amanat.
b)  Jenis-jenis program jaminan sosial
1) Jaminan kesehatan;
2y Jaminan kecelakaan kerja;
3)  Jaminan hari tua;
4)  Jaminan pensiun;
5)  Jaminan kematian.
¢)  Badan Penyelenggara
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial harus
dibentuk dengan dengan undang-undang.
Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 007/PUU-III/2005 halaman
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268 Bahwa karena frasa “dengan undang-undang”
berbeda dengan frasa “dalam undang-undang”. Frasa
“dengan undang-undang” menunjuk pada pengertian
bahwa pembentukan setiap badan penyelenggara jaminan
sosial harus dengan undang-undang, sedangkan frasa
“dalam undang-undang” menunjuk pada pegertian
bahwa pembentukan badan penyelenggara jaminan sosial
harus memenuhi ketentuan undang-undang. Penggunaan
frasa “demgan undang-undang” makin memperkuat
kesimpulan bahwa pembentuk undang-undang memang
bermaksud menyatakan badan penyelenggara jaminan
sosial harus dibentuk dengan undang-undang tersendiri.

Untuk  melaksanakan program-program dalam
Sistem Jaminan Sosial Nasional maka pada Pada tanggal
25 November 2011 Pemerintah bersama Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (Undang-undang BPJS). Pasal 1 angka 1
Undang-undang BPJS menyatakan bahwa Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan
hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
jaminan sosial. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang-
undang BPJS dibentuk dua BPJS yaitu :
1}  BPJS Kesehatan; dan
2)  BPIJS Ketenagakerjaan

BPJS Kesehatan menyelenggarakan  jaminan
kesehatan sedangkan BPIS Ketenagakerjaan
menyelenggarakan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan
Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan Kematian.

BPJS harus berstatus Badan Hukum Publik dan
bertanggung jawab kepada Presiden.
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Dalam pasal 4 Undang-undang BPJS disebutkan
BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional
berdasarkan prinsip:

1) kegotongroyongan;

2)  nirlaba;

3)  keterbukaan;

4)  kehati-hatian;

5)  akuntabilitas;

6)  portabilitas;

7)  kepesertaan bersifat wajib;

8)  dana amanat; dan

9) hasil pengelolaan Dana  Jaminan  Sosial
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan
program dan untuk sebesar-besar kepentingan

Peserta.

Prinsip-prinsip Badan Penyelanggara Jaminan Sosial
(BPJS) tersebut telah sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Nomor 138/PUU-XI11/2014. Dalam Putusannya
Nomor 138/PUU-X11/2014 halam 202 s/d 203 Mahkamah
Konstitusi berpendapat sistem jaminan sosial nasional
akan menyatukan seluruh badan (multi)
penyelenggara menjadi satu badan (single) khusus
secara nasional untuk pengembangan sistem jaminan
sosial yang sesuai dengan maksud Pasal 34 ayat (2) UUD
1945 yang menghendaki agar sistem jaminan sosial yang
dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan
unfuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaari.

Disamping itu Mahkamah Konstitusi dalam
Putusannya Nomor 138/PUU-XI1/2014 halam 202 s/d

203 juga berpendapat bahwa dalam Sistem Jaminan Sosial
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Nasional terjadi perubahan konsep penyelenggara
jaminan sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN
yang Kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba
dan indikator finansial lain kemudian diserahkan
kepada suatu badan hukum publik Khusus yang hanya
menyelenggarakan program jaminan sosial dengan
prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik
(good governance), dan portabilitas telah meluruskan
kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan
program kewajiban negara.

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
138/PUU-XI1/2014 halam 202 sampai halamam 203
sebagai berikut :

“Bahwa Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 UU SJSN telah
mengamanatkan dibentuknya suatu badan penyelenggara
Jaminan sosial berskala nasional dengan Undang-Undang
tersendiri, Padahal ketika it terdapat 4 (empat) badan
penyelenggara  jaminan  sosial  seperti  Persero
JAMSOSTEK, Persero TASPEN, Persero ASABRI, dan
Persero ASKES yang masing-masing telah elsis berjalan
sesuai dengan linglkup kewenangannya, sehingga Pasal 52
UU SISN kemudian mengatur bahwa keempat badan
penyelenggara jaminan sosial tersebut tetap diberi hak
sebagai penyelenggara jaminan sosial sampai dengan
terbentuknya BPJS. Berdasarkan rumusan pasal-pasal a
quo maka pembentuk Undang-Undang sebenarnya ingin
mengubah sistem jaminan sosial dengan menyatukan
seluruh  badan (multi) penyelenggara menjadi satu
badan (single) khusus secara nasional. Menurut
Muahkamah, kebijakan perubahan konsep tersebut adalah

dalam rangka pengembangan sistem jaminan sosial dan

16



)

sesuai dengan maksud Pusal 34 ayat (2) UUD 1945 yang
menghendaki  agar  sistem  jaminan  sosial  yang
dikembangkan mencakup seluruh rakyat dan bertujuan
untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat yang lemah
dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
Selain itu, perubahan konsep penyelenggara jaminan
sosial yang semula dilaksanakan oleh BUMN yang
kinerjanya diukur berdasarkan indikator laba dan
indikator finansial lain kemudian diserahkan kepada suatu
badan  hukum  publik  khusus  yang  hanya
menyelenggarakan program jaminan sosial dengan
prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola yang baik
(good governance), dan portabilitas telah meluruskan
kembali tujuan jaminan sosial yang merupakan program
kewajiban negara. Masyarakat juga lebih mendapatkan
akses  untuk  menyampaikan  pendapatnya  serta
memperoleh  informasi sebagaimana dijamin  dalam
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi  Publik dan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ™
Kepesertaan dan Iuran

Kepesertaan Jaminan Sosial bersifat wajib artinya
semua pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai
dengan program jaminan sosial yang diikuti. Pemberi
kerja juga wajib membayar furan jaminan sosial. Apabila
pemberi kerja tidak mendaftarkan pekerja atan tidak
membayar iurannya maka akan dikenakan sanksi

Dalam pasal 1 angka 9 Undang-undang SJSN

disebutkan Pemberi Kerja adalah orang perseorangan,
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pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang
mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara
yang mempekerjakan pegawai negeri dengan
membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk
lainnya.

Karena kepesertaan dan pembayaran iurannya
bersifat wajib maka Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
No.138/PUU-XI1/2014 dan Putusan No. 101/PUU-
XIV/2016 menyamakan iuran jaminan sosial dengan
pajak. Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-
X11/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33

“Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama
dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial
disebut juga sebagai pajak jaminan sesial (social
security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progesif
di mana semakin banyak upah yang diterima maka
semakin besar pujak yang harus dibayarkan, sedangkan
iuran bersifat regresif”.

Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi  No.
138/PUU-XII/2014 halaman 210 yang ditegaskan lagi
dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-
XIV/2016 halaman 33 bahwa karena iuran jaminan sosial
sifatnya wajib sama dengan pajak penghasilan (PPh) maka
pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan secara
nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum publik
khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya penyelenggara
program jaminan sosial secara nasional dan memiliki hak
yang bersifat memaksa untuk mengumpulkan dana amanat

dari seturuh peserta asuransi sosial layaknya kewenangan
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negara menarik pajak warganya dan telah sesuai dengan

ketentuan Pasal 23A UUD 1945.

Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-

XI1/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi

No. 101/PUU-XIV/2016 halaman 33

“Karena sifatnya yang wajib, sama dengan PPh,
maka pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan
secara nirlaba sehingga bentuknya harus badan hukum
publik  khusus  yaitu  BPJS sebagai satu-satunya
penyelenggara program jaminan sosial secara nasional
dan memiliki hak yang bersifat memaksa untuk
mengumpulkan dana amanat dari  seluruh peserta
asuransi sosial layaknya kewenangan negara menarik
pajak warganya dan telah sesuai dengan keteniuan Pasal

234 UUD 1945
Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU-III/2005
halaman 263 menyatakan bahwa sistem jaminan sosial yang
dipilih oleh oleh negara yang dituangkan dalam Undang-
undang nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial
Nasional telah cukup memenuhi maksud pasal 34 ayat (2)
UUD 1945, yakni sistem tersebut telah mencakup seluruh rakyat
dengan maksud untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat
yang lemah dan tidak mampu sesuali dengan martabat
kemanusiaan.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 007/PUU-
[11/2005 halaman 263 juga telah menyatakan bahwa oleh karena
sistem jaminan sosial yang dipilih oleh negara menurut pendapat
Mahkamah Konstitusi telah memenuli maksud Pasal 34 ayat (2)
UUD 1945 maka undang-undang SJSN dengan sendirinya
juga merupakan penegasan kewajiban negara terhadap hak

atas jaminan sosial sebagai bagian dari hak asasi manusia
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sebagaimana dimaksud pasal 28H ayat (3) UUD 1945 yang
mewajibkan untuk menghormati (to rspect), melindungi (to
Protect), dan menjamin pemenubannya (to fullfil)

Pada tanggal 15 Januari 2014 disahkan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur
Sipil Negara. Dalam pasal 92 ayat (1) disebutkan bahwa
Pemerintah wajib memberikan perlindungan kepada Aparatur
Sipil Negara (ASN) berupa:

a.  jaminan kesehatan;

b.  jaminan kecelakaan kerja;

jaminan kematian; dan

£

bantuan hukum.
Dalam pasal 92 ayat (2) disebutkan bahwa perlindungan
berupa Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja, dan
Jaminan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a,
huruf'b, dan huruf ¢ mencakup jaminan sosial yang diberikan
dalam program jaminan sosial nasional. Jadi berdasarkan
pasal 92 ayat (2) Undang-undang ASN maka Jaminan
Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian
bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak berdiri sendiri tetapi
tetap harus merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional yang
dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang SISN dan
undang-undang BPIS.

Dalam pasal 106 Ayat (1) disebutkan bahwa Pemerintah
wajib memberikan perlindungan berupa :
a jaminan hari tua;
b.  jaminan kesehatan;
¢.  jaminan kecelakaan kerja;
d.  jaminan kematian;

e. bantuan hukum.
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Dalam pasal 106 Ayat (2) disebutkan perlindungan
berupa jaminan hari tua, jaminan keschatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d
dilaksanakan sesuai dengan sistem jaminan sosial nasional.

Jadi berdasarkan pasal 106 ayat (2) Undang-undang ASN
maka jaminan harl  tua, jaminan Kkesehatan, jaminan
kecelakaan kerja, dan jaminan kematian bagi Pegawai
Pemermtah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tidak berdiri sendiri
tetapi tetap harus merujuk pada Sistem Jaminan Sosial Nasional
yang dalam hal ini telah diatur dalam undang-undang SJSN dan
undang-undang BPJS

Tetapi dalam Pasal 92 Ayat (4), dan Pasal 107 UU ASN
disebutkan sebagai berikut :

— Pasal 92 Ayat (4) UU ASN

“Ketentuan  lebih  lanjut  mengenai  perlindungan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Pemerintah”

—  Pasal 107 UU ASN

“Ketentuan lebil lanjut mengenai manajemen PPPK

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 sampai dengan

Pasal 106 diatur dalam Peraturan Pemerintah”

Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN im bertentangan
dengan Undang-undang dasar 1945 yaitu :
a)  Pasal 23A UUD 1945
Pasal 23A UUD 1945 berbunyi  “Pajak dan
pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan
negara diatur dengan undang-undang”
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) Dan Jaminan
Kematian (JKM) Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara

(ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
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(PPPK) yang merupakan bagian dari jaminan sosial adalah
Asuransi Sosial maka Kepesertaan dan Iurannya
bersifat wajib artinya semua Pegawai Aparatur Sipil
Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian
Kerja (PPPK) harus menjadi peserta Program Jaminan
Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM)
dan pemberi kerja pegawai ASN dan PPPK yaitu
pemerintah wajib membayar Turan Jaminan Kecelakaan
Kerja (JKK) Dan Jaminan Kematian (JKM) Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemungutan juran
JKK Dan JKM bagi Pegawai ASN dan PPPK dapat
dipaksakan sehingga iuran JKK Dan JKM bagi
Pegawai ASN dan PPPK merupakan pungutan yang
bersifat memaksa seperti yang disebutkan dalam pasal
23A UUD 1945.

Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No.138/PUU-
XII/2014 dan Putusan No. 101/PUU-XIV/2016 juga
menyamakan iuran jaminan sosial dengan pajak.
Bunyi Putusan Mahkamah Konstitusi No.138/PUU-
X11/2014 halaman 210 dan Putusan Mahkamah Konstitusi
No. 101/PUU-X1V/2016 halaman 33 sebagai berikut :

“Bahwa pada prinsipnya iuran wajib adalah sama
dengan pajak penghasilan (PPh), iuran asuransi sosial
disebut juga sebagai pajak jaminan sosial (social
security tax). Perbedaannya adalah, PPh bersifat progesif
di mana semakin banyak upah yang diterima maka
semakin besar pajak yang harus dibayarkan, sedangkan
iuran bersifat regresif”.

Karena iuran JKK Dan JKM bagi Pegawai ASN dan

PPPK merupakan pungutan yang bersifat memaksa
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dan oleh Mahkamah Konstitusi disamakan dengan
pajak maka menurut pasal 23A UUD 1945
pemungutannya harus dilakukan dengan Undang-
undang. Tetapi dalam Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107
UU ASN pemungutan juran JKK Dan JKM bagi Pegawai
ASN dan PPPK dilakukan dengan Peraturan Pemerintah
sehingga pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN
bertentangan dengan pasal 23A UUD 1945.

Pemungutan iuran jaminan sosial oleh Mahkamah
Konstitusi disamakan dengan pemungutan pajak yaitu
harus dengan undang-undang yang berarti pemungutannya
harus mendapatkan persetujuan wakil rakyat yang ada di
lembaga perwakilan rakyat yaitu DPR RI.

Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH
Pemungutan pajak harus dengan undang-undang karena
pajak merupakan peralihan kekayaan dari rakyat kepada
pemerintah yang tidak ada imbalannya secara langsung
dapat ditunjuk. Peralihan kekayaan demikian itu, dalam
kata-kata sehari-hari hanya dapat berupa penggarongan,
perampasan, pencopetan (dengan paksa) atau pemberian
hadiah dengan suka rela dan ihklas (tanpa paksaan). Maka
supaya peralihan kekayaan dan rakyat kepada pemerintah
tidak dikatakan sebagai perampokan atau pemberian
hadiah secara sukarela maka disyaratkan pajak sebelum
diberlakukan harus mendapatkan persetujuan dari rakyat
terlebih dahulu. Dewan Perwakilan Rakyat, anggota-
anggotanya dipilih secara langsung dan demokratis oleh
rakyat. Sehingga jika DPR RI sudah menyetujui rancangan
undang-undang, hal ini berarti bahwa pungutan pajak
sudah disetujui oleh rakyat, dan ketentuan DPR itu

bersama Presiden dituangkan ke dalam bentuk undang-
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undang” (Rochmat Soemitro, Asas Dan Dasar
Perpajakan, 1990)

Menurut Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH
“Perintah seorang panjahat untuk menyerahkan sejumlah
uang mempunyai arti subjektif yang sama dengan perintah
petugas pajak , oleh karena pihak yang terkena perintah itu
harus menyerahkan sejumlah uang. Namun hanya perintah
seorang petugas pajak yang mempunyai arti sebagai
kaidah yang sah, oleh karena perbuatan petugas pajak
berlandaskan undang-undang pajak” (Soerjono Soekanto,
Teori Yang Murni Tentang Hukum, 1985).

Di inggris sejak adanya Magna Carta, slogan “No
Taxation without Represntation” populer. Pajak dipungut
harus  berdasarkan undang-undang yang disahkan
parlemen. Tidak ada pungutan pajak oleh pemerintah
kecuali didasari undang-undang yang disahkan dewan
perwakilan rakyat. Kemudian pada tahun 1750-an frase
“No Taxation without Representation” digunakan di
Amerika Serikat masa revolusi dan berkembang slogan
baru, “Taxation without Representation is Robbery”.
Pemungutan pajak tanpa persetujuan dewan perwakilan
rakyat dalam bentuk undang-undang adalah perampokan.
Perbedaan antara perampokan dan pemungutan pajak yang
sah adalah ada dasar undang-undang dan tidak ada dasar

undang-undang (http:Hisnan-wijarno.com/201 2/03/no-

taxation-without-representation).
Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN
memerintahkan untuk mengatur JKK Dan JKM bagi

Pegawai ASN dan PPPK dengan peraturan pemerintah
berarti Pasal 92 Ayat (4) dan Pasal 107 UU ASN

memerintahkan pemungutan iuran jaminan sosial yang
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b)

disamakan dengan pajak tanpa melalui persetujuan wakil
rakyat yang duduk di Dewan Perwakilan Rakyat. Menurut
Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, SH dan Prof. Dr.
Soerjono  Soekanto, SH hal ini bisa dikategorikan
sebagai Perampokan dan hal ini bertentangan dengan
pasal 23A UUD 10945.

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 berbunyi “ Setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat”

Pasal 28H ayat (3) UUD 1945 menyebutkan Setiap
orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan
pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang
bermartabat. Jaminan Sosial merupakan hak setiap orang
termasuk Aparatur Sipil Negara. Di dalam jaminan sosial
ada semangat untuk bergotong royong bersama seluruh
rakyat Indonesia. Dalam gotong royong ini dari peserta
yang mampu membantu kepada peserta yang kurang
mampu dalam bentuk kepesertaan wajib bagi seluruh
rakyat, peserta yang berisiko rendah membantu yang
berisiko tinggi, dan peserta yang sehat membantu yang
sakit. Gotong royong dalam jaminan sosial ini diwujudkan
dengan kemauan untuk membayar iuran jaminan sosial.
Melalui prinsip kegotong-royongan ini, jaminan sosial
dapat menumbuhkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia. Dalam Jaminan Kesehatan Pegawai ASN dan
PPPK dapat melaksanakan haknya wuntuk bergotong
royong dengan seluruh rakyat Indonesia melalui BPIS
Kesehatan tetapi dengan dalam JKK dan JKM hak
pegawai ASN dan PPPK untuk bergotong royong dengan
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seluruh rakyat Indonesia menjadi hilang dengan adanya
pasal 92 ayat (4) dan pasal 107 UU ASN karena dengan
adanya pasal tersebut telah membuka peluang untuk
memberikan  kewenangan kepada PT. TASPEN
(PERSERO) untuk meyelenggarakan program JKK dan
JKM Dbagi Pegawai ASN dan PPPK sechingga
menghilangkan hak Konstitusional Pegawai ASN dan
PPPK untuk bergotong royong bersama seluruh rakyat
Indonesia dalam BPJS Ketenagakerjaan.
Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945

Pasal 34 ayat (2) UUD 1945 berbunyi “Negara
mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh
rakyat dan memberdayakan masyarakat vang lemah dan
tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”

Seharusnya apabila JKK dan JKM bagi Pegawai
ASN dan PPPK diatur dengan undang-undang maka hal-
hal yang penting dalam pengaturan JKK dan JKM bagi
Pegawai ASN dan PPPK mendapat persetujuan dari
Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat sebelum
rancangan undang-undang tersebut disahkan sehingga
dapat dicegah pengaturan JKK dan JKM bagi Pegawai
ASN dan PPPK agar tidak bertentangan dengan Undang-
undang Dasar 1945.

Hal-hal penting dalam JKK dan JKM bagi Pegawai
ASN dan PPPK yang seharusnya diatur dengan undang-
undang antara lain tentang penunjukan  Badan
Penyelenggara, Kepesertaan dan luran serta pengelolaan
jaminan sosial. Apabila hal-hal tersebut tidak diatur
dengan undang-undang yang harus mendapat
persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat maka

berpotensi besar untuk diselewengkan yang akhirnya
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melanggar Undang-undang Dasar 1945. Hal ini terbukti
karena dalam pasal 92 ayat (4) dan Pasal 107 Undang-
undang ASN memerintahkan JKK dan JKM bagi Pegawai
ASN dan PPPK diatur dalam peraturan pemerintah maka
dalam peraturan pemerintah yang dibuat yaitu Peraturan
Pemerintah nomor 70 tahun 2015 tentang Jaminan
Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai
Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan UUD 1945
yaitu dalam penunjukan Badan Penyelenggara. Dalam
PP 70 tahun 2015 yang ditunjuk sebagai penyelenggara
Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian bagi
ASN adalah PT. TASPEN (PERSERO).

Penunjukan PT. TASPEN (PERSERO) bertentangan
dengan pasal Pasal 34 Ayat (2) UUD 1945 karena dengan
penunjukan  PT. TASPEN (PERSERO) sebagai
penyelenggara JKK dan JKM bagi Pegawai ASN dan
PPPK maka pengelolaan JKK dan JKM bagi Pegawai
ASN dan PPPK tidak bisa mencakup seluruh rakyat
indonesia seperti yang diamanatkan oleh Pasal 34 Ayat
(2) UUD 1945 yang merupakan kriteria konstitusional
yang diberikan oleh UUD 1945 dalam penyelenggaraan
jaminan sosial tetapi pengelolaan JKK dan JKM bagi
Pegawai ASN dan PPPK hanya mencakup sebagian rakyat
Indonesia yaitu ASN dan PPPK

Penunjukan PT. TASPEN (PERSERO) sebagai
penyelanggara ini berntentangan dengan Pasal 34 Ayat (2)
UUD 1945 karena menurut Putusan Mahkamah Konstitusi
No.138/PUU-XII/2014 halaman 210 dan Putusan
Mahkamah Konstitusi No. 101/PUU-XIV/2016 halaman
33 pengelolaan asuransi sosial haruslah dilakukan

secara nirlaba schingga bentuknya harus badan
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hukum publik khusus yaitu BPJS sebagai satu-satunya
penyelenggara program jaminan sosial secara nasional.
JKK dan JKM bagi Pegawai ASN dan PPPK adalah
Asuransi Sosial yang menurut Mahkamah Konstitusi harus
dikelola oleh Badan Hukum Publik Khusus yaitu BPJS
tetapr PT. TASPEN (PERSERO) bukanlah badan hukum
publik tetapi Badan Hukum Privat yang berbentuk Persero
yang sifatnya bukan Nirlaba tetapi mencari laba. Sehingga
memberikan  kewenangan kepada PT. TASPEN
(PERSERO) bertentangan dengan Pasal 34 ayat (2) UUD
1945.

Menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-XI1/2014 halam
202 sampai halamam 203 menebutkan bahwa :

“konsep penyelenggara jaminan sosial yang semula
dilaksanakan oleh BUMN yang kinerjanya diukur
berdasarkan indikator laba dan indikator finansial lain
kemudian diserahkan kepada suatu badan hukum publik
khusus yang hanya menyelenggarakan program jaminan
sosial dengan prinsip gotong-royong, nirlaba, tata kelola
yang baik (good governance), dan portabilitas telah
meluruskan kembali tujuan jaminan sosial yang
merupakan program kewajiban negara”

Dengan memberikan kembali kewenangan kepada PT.
TASPEN (PERSEROQO) untuk mengelola jaminan sosial
berarti membelokan kembali tujuan jaminan sosial yang
menjadi program kewajiban negara

Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya nomor
007/PUU-11I/2005 secara jelas menyebutkan bahwa
memberikan kewenangan Kkepada PT. TASPEN
(PERSERO) untuk meyelenggarakan jaminan sosial
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bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tahun
1945 karena PT. TASPEN (PERSERO) bukan Badan
Hukum Publik yang dibentuk dengan undang-undang.

IV. Berdasarkan alasan permohonan pengujian tersebut di atas maka kami

mohon agar :

1.
2.

Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Menyatakan Pasal 92 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan mengikat sepanjang Frasa “diafur dalam Peraturan
Pemerintah® tidak dimaknai “diatur dengan Undang-Undang ™,
Menyatakan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014
Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494) bertentangan dengan Undang-undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai
kekuatan mengikat sepanjang Frasa “Pasal 95 sampai dengan Pasal
106 diatur dalam Peraturan Pemerintah® tidak dimaknai “pasal 106

diatur dengan Undang-Undang?”,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Atas dikabulkannya permohonan ini diucapkan terima kasih

Hormat kami,

1.

2.

Dwi Maryoso, SH

Feryando Agung S, SH, MH
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